PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN
KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN

PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.l Nomor 17/POJK.05/2017,
tanggal 17 April 2017}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan ketentuan
Pasal 71 ayat (4)dan Pasal 72 avat (5) Undang-Un-
dang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif di Bidang Perasuransian dan Pembloki-
ran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asur-
ansi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indpnesia No-

- mor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2014 Nomeor 337, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

i Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TEN-
TANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN
| SANKSI| ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSI-
AN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
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REASURANSI SYARIAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan
asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusa-
haan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah,
perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang
reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asur-
ansi.

2. Pialang Asuransi adalah aorang yang bekerja pada
perusahaan pialang asuransi dan memenuhi per-
syaratan untuk memberi rekecmendasi atau me-
wakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta
dalam melakukan penutupan asuransi atau asur-
ansi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

3. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja
pada perusahaan pialang reasuransi dan me-
menuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi
atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan penjaminan, peru-
sahaan penjaminan syariah, perusahaan reasur-
ansi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam
melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi
syariah dan/atau penyelesaian klaim.

4. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri
atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau
perusahaan asuransi syariah dan memenuhi per-
syaratan untuk mewakili perusahaan asuransi
atau perusahaan asuransi syaric1 memasarkan
produk asuransi atau produk asuransi syariah.
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10.

11.

(1)

(2)

Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja
pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan
jasa bagi Perusahaan Perasuransian.

Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberi-
kan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.

Penilai adalah seseorang yang dengan keahli-
annya menjalankan kegiatan penilaian aset dan
memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya dis-
ingkat DPS adalah bagian dari organ perusahaan
asuransi, syariah, peru-
sahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi

perusahaan asuransi

syariah yang mempunyai tugas dan fungsi pen-
gawasan terhadap penyelenggaraan kégiatan
usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi
syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan
reasuransi syariah agar sesuai dengan prinsip
syariah.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau ko-
rporasi.

Kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau
dikuasai oleh perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan pe-
rusahaan reasuransi syariah.

Pemblokiran adalah tindakan penghentian aktivi-
tas apapun yang antara lain berupa pengurangan
nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pem-
bagian, dan/atau pencairan atas sebagian atau
seluruh Kekayaan dalam jangka waktu tertentu.

BAB I
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERASURANSIAN

Pasail 2
Otoritas Jasa Keuangan berwenang ;nengena-
kan sanksi administratif kepada Setiap Orang
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian dan peraturan pelaksa-
naannya.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. pering an tertulis;
b. pemba.asan kegiatan usaha, untuk sebagian

(3}

(1

(2}

| {3)

atau seluruh kegiatan usaha;

c. larangan untuk memasarkan produk asuransi |

atau produk asuransi syariah untuk lini usaha
tertentu;

d. pencabutan izin usaha;
pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pi-
alang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen
Asuransi;

f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi
Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai,
atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Pe-
rusahaan Perasuransian;

g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi
atau asosiasi;

h. denda administratif; dan/atau

i. larangan menjadi pemegang saham, pengen-
dali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau
menduduki jabatan eksekutif di bawah direk-
si, atau yang setara dengan jabatan eksekutif
di bawah direksi pada Perusahaan Perasuran-
sian.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dan disampaikan Otoaritas

Jasa Keuangan secara tertulis.

BAB (il

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKS! ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu

Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 3
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Perusa-
haan Perasuransian secara bertahap yang diawali
dengan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis, kecuali diatur berbeda.

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan

“tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-

lakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administra-
tif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan
tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau
terakhir.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis |

pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dike-
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(4)

(5)

nm

nakan sebagai sanksi administratif berupa perin-

gatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Pera-

suransian:

a. pernah melakukan pelanggaran yang sama
dalam 1 {satu) tahun terakhir sebelum tanggal
pengenaan sanksi administratif berupa perin-
gatan tertulis;

b. sedang dikenai sanksi administratif “berupa
pembatasan kegiatan usaha karena pelangga-
ran yang lain; dan/atau

c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa
Keuangan sanksi peringatan tertulis berikut-
nya tidak diperlukan.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Pera-
suransian masing-masing paling lama 30 (tiga pu-
luh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif
tersebut. .
Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dapat diber-
lakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam
hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis
pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat
diatasi dalam jangka waktu tersebut, yaitu men-
jadi: )

a. paling lama 6 {enam} bulan, dalam hal:

1. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi
syariah, perusahaan reasuransi, dan peru-
sahaan reasuransi syariah dikenai sanksi
administratif karena tidak terpenuhinya ke-
tentuan minimum tingkat solvabilitas dan/
atau ekuitas minimum; atau

2. perusahaan pialang asuransi, perusahaan
pialang reasuransi, atau perusahaan penilai
kerugian asuransi dikenai sanksi adminis-
tf‘atif karena tidak terpenuhinya ketentuan
ekuitas minimum; atau

b. paling lama 3 {(tiga) bulan, dalam hal penye-
bab pengenaan sanksi administratif selain se-
bagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 4
Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi adminis-
tratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabita
Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi
pelanggaran yang merupakan pen 3bab terbhitnya

" sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan

(2}

(3)

4)

{5)

{1)

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 3 ayat (4) atau ayat (b).
Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan
usaha.
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sank-
si pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian
atau seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan
Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dalam hal
kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasur-
ansian memburuk dan/atau Perusahaan Perasur-
ansian dinilai membahayakan kepentingan peme-
gang polis, tertanggung, atau peserta.
Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai
sanksi administratif berupa pembatasan keg-
iatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tetap
dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis apabila melakukan pelanggaran baru se-
lain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi
pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif

berupa pembatasan kegiatan usaha bagi Perusa-

haan Perasuransian adalah:

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan
kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan
usaha; atau

b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan
kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha,
sejak ditetapkannya sanksi administratif terse-
but.

Pasal 5 .

Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi admi-
nistratif berupa pembatasan kegiatan usaha un-
tuk seluruh kegiatan usaha apabila Perusahaan
Perasuransian tidak dapat mengatasi pelangga-
ran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi
administratif berupa pembatasan kegiatan usaha
untuk sebagian kegiatan usaha sampai dengan
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
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{2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal Perusahaan Perasuransian yang sedang

dikenai sanksi administratif berupa pembatasan

kegiatan untuk seiuruh kegiatan usaha dikenai
sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan
usaha baru karena pelanggaran baru maka:

a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tam-
bahan atas pengenaan sanksi administratif
berupa pembatasan kegiatan usaha untuk se-
luruh kegiatan usaha; dan

b. jangka waktu pemberlakuan sanksi admi-
nistratif berupa pembatasan kegiatan usaha
mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi
administratif berupa pembatasan kegiatan
usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang
telah dikenakan kepada Perusahaan Perasur-
ansian sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada

masyarakat mengenai pengenaan sanksi adminis-

tratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui
situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
media cetak berskala nasional.

Pasal 6
Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi admi-
nistratif berupa pencabutan izin usaha apabila
Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi
pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya
sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan
usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai den-
gan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5} huruf b.
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sank-
si administratif berupa pencabutan izin usaha ke-
pada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam
hal:
a. kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian
memburuk secara drastis;
b. pemegang saham Perusahaan Perasuransian
tidak kooperatif;
¢. direksi, dewan komisaris, atau yang setara,
atau DPS pada Perusahaan Perasuransian ti-
dak memiliki jalan keluar untuk mengatasi per-
masalahan yang membahayakan kepentingan
pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d. diatur dalam keténtuan peraturan perundan-

/ PERATURAN PEMERINTAH

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

gundangan di bidang perasuransian; dan/atau
e. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas
Jasa Keuangan dapat membahayakan ke-
pentingan pemegang polis, tertanggung, atau
peserta.
Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada
masyarakat mengenai pengenaan sanksi adminis-
tratif berupa pencabutan izin usaha melalui situs
web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau me- |
dia cetak berskala nasional.

Pasal 7
Perusahaan Perasuransian dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan untiuk memasarkan
produk asuransi atau produk asuransi syariah un-
tuk lini usaha tertentu.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peru-
sahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.
Jangka waktu pemberlakuan sanksi administra-
tif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
sanksi administratif tersebut.
Otoritas, Jasa Keuangan mengumumkan kepada
masyarakat mengenai pengenaan sanksi adminis-
tratif berupa larangan untuk memasarkan produk
asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini
usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuan-
gan dan/atau media cetak berskala nasional.

‘Bagian Kedua
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif bagi Konsultan Aktuaria, Penilai,

Akuntan Publik, atau Pihak Lain yang

Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi

Perusahaan Perasuransian
Pasal 8

Sanksi administratif dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {2) dikenakan kepada Konsul-
tan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang meru-

pakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Per-

sebagaimana

asuransian secara bertahap {/ang diawali dengan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
kecuali dis tur berbeda.
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(2)

(3)

(4)

{1

{2)
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Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
atas setiap pelanggarén yaitu sanksi administra-
tif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan
tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau
terakhir.
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
pertama atau peringatan tertulis kedua dapat
dikenakan sebagai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis terakhir apabila Kansultan Ak-
tuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan
profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuran-
sian: ‘
a. pernah melakukan pelanggaran yang sama
dalam 1 {satu) tahun terakhir sebelum tanggal

pengenaan sanksi administratif berupa perin- E

gatan tertulis; .

b. sedang dikenai sanksi administratif berupa
sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha
karena pelanggaran yang lain; dan/atau

c. berdasarkan Otoritas Jasa
Keuangan sanksi administratif berupa perin-
gatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktu-

aria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan pro-
fesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian
masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak ditetapkannya sanksi aqministratif tersebut.

pertimbangan

Pasal 9
Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang
merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan
Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa
pembatasan seluruh kegiatan usaha apabila yang
bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran
yang merupakan penyebab terbitnya sanksi admi-
nistratif berupa peringatan tertulis terakhir sam-

" pai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat {4).

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif
berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha bagi
Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang
merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan
Perasuransian adalah paling lama 1 {satu)} tahun

{1) Sanksi

sejak ditetapkan sanksi administratif tersebut.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada |
masyarakat mengenai pengenaan sanksi adminis- |

tratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui
situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
media cetak berskala nasional.

Pasal 10

(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang

marupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan
Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa
pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang
bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran

yang merupakan penyebab terbitnya sanksi ad-

ministratif berupa pembatasan seluruh kegiatan
usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2}.

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi admi-

nistratif bagi Akuntan Publik mengacu pada per-
aturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peng-
gunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan
Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada |
masyarakat mengenai pengenaan sanksi adminis-

tratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran
Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang

merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan
Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas |

Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala
nasional.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif bagi Pialang Asuransi, Pialang
Reasuransi, Agen Asuransi, atau Pihak Lain yang

Bukan Merupakan Profesi Penyedia Jasa
bagi Perusahaan Perasuransian
Pasal 11

administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2} dikenakan kepada Pialang
Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi,
atau pihak lain yang bukan merupakan profesi
penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian se-
cara bertahap yang diawali dengan sanksi admi-
nistratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur
berbeda.
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(2)

3)

(1)

(2}

{3)

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan paling banyak 3 {tiga) kali berturut-turut
atas setiap pelanggaran.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi,
Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau Pihak
lain yang bukan merupakan profesi penyesiia jasa
bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan-
nya sanksi administratif tersebut.

Pasal 12

Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asur-
ansi, atau pihak lain yang bukan merupakan pro-
fesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian
dikenai sanksi administratif berupa pembatalan
pernyataan pendaftaran apabila yang bersang-
kutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang
merupakan penyebab terbitnya sanksi adminis-
tratif berupa peringatan tertulis sampai dengan
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11 ayat (3}.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sank-
si administratif berupa pembatalan pernyataan
pendaftaran kepada Pialang Asuransi, Pialang

Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang :
| {4)

bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Pe-
rusahaan Perasuransian tanpa didahului penge-
naan sanksi administratif berupa peringatan ter-
tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
{1}, dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pera-
suransian yang dinilai membahayakan kepentin-
gan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ctoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada
masyarakat mengenai pengenaan sanksi adminis-
tratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran
Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asur-
ansi, atau pihak lain yang bukan merupakan pro-
fesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian
melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau media cetak berskala nasional.

Bagian Keempat
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

" PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH.

Administratif bagi Pemegang Saham

-, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS

(1)

{2)

(3)

(1)

Pasal 13

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {2) dikenakan kepada pemegang sa-
ham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau
DPS dari Perusahaan Perasuransian secara ber-
tahap yang diawali dengan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
Pengenaan sanksi administratif berupa perin-
gatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
turut atas setiap pelanggarannya vyaitu sanksi
administratif berupa peringatan tertulis pertama,
peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis
ketiga atau terakhir.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dike-
nakan sebagai sanksi administratif berupa perin-
gatan tertulis terakhir apabila pemegang saham,

‘pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS

pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam
1 {satu) tahun terakhir sebelum tanggal penge-
naan sanksi administratif berupa peringatan tertu-
lis atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa
Keuangan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis berikutnya tidak diperlukan.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham,
pengendali, direksi, dewan komisaris, .atau DPS
masing-masing .paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Pasal 14

Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan
komisaris, atau DPS dikenai sanksi administra-
tif berupa larangan menjadi pemegang saham,
pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau
menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi,
atau yang setara dengan jabatan eksekutif di
bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian
apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi
pslanggaran yang merupakan penysbab terbitnya
sanksi administratif berupa peringatan tertulis
terakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 ayat (4).
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Sanksi administratif berupa larangan menjadi
pemegang saham, pengendali, direksi, dewan
komisaris, DPS, atau menduduki jabatan ekse-
kutif di bawah direksi, atau yang setara dengan
jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusa-
haan Perasuransian dapat dikenakan untuk jang-
ka waktu 3 {tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 20
{dua puluh) tahun.

Sanksi administratif berupa larangan menjadi pe-
megang saham atau pengendali dikenakan untuk
jangka waktu:

.a. 3 (tiga) tahun, dalam hal pemegang saham

atau pengendali:
1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi,
~ dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif,

dan/atau pegawai untuk melakukan per-
buatan yang melanggar prinsip kehatiha-
tian dan/atau asas usaha perasuransian
yang sehat;

2. terbukti tidak melaksanakan perintah Oto-
ritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/
atau tidak melakukan sesuatu;

3. tidak mampu melakukan upaya yang di-
perlukan apabila Perusahaan Perasuransian
mengalami kesulitan permodalan atau likui-
ditas; atau

4. terbukti menolak memberikan komitmen
dan/atau tidak memenuhi komitmen yang
telah disepakati dengan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau pemerintah;

b. 5 (lima) tahun, dalam hal pemegang saham
atau pengendali:

1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi,

H

dewan komisaris, DPS, pejabat ekseku- |

tif, dan/atau pegawai untuk mengaburkan
pelanggaran ketentuan atau kondisi keuan-
gan dan/atau transaksi;

2. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi,
dewan komisaris, DPS, pejabat ekseku-
tif, dan/atau pegawai untuk memberikan
keuntungan secara tidak wajar kepada pe-
megang saham, dewan komisaris, direksi,
DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau
pihak lain yang dapat merugikan atau men-
gurangi keuntungan Perusahaan Perasur-
ansian; atau

3. melakukan hal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1
(satu) pelanggaran, dan/atau terbukti men-
guntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
atau

¢. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal pemegang

saham atau pengendali:

1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor
jasa keuangan berdasarkan putusan pen-
gadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasur-
ansian mengalami kesulitan yang memba-
hayakan kelangsungan usaha Perusahaan
Perasuransian dan/atau dapat membahay-
akan industri perasuransian; atau

3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah
vang menyebabkan suatu Perusahaan Per-
asuransian dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(4) Sanksi administratif berupa larangan menjadi di-

reksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki

jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang se-

tara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi

pada Perusahaan Perasuransian dikenakan untuk

jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun, dalam hal direksi, dewan
komisaris, atau DPS:

1. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang
perasuransian dan/atau asas usaha pera-
suransian yang sehat; .

2. terbukti tidak melaksanakan perintah Oto-
ritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/
atau tidak melakukan sesuatu;

3. tidak mamipu melakukan pengelolaan strat-
egis dalam rangka pengembangan Perusa-
haan Perasuransian yang sehat; atau

4. terbukti menclak memberikan komitmen
dan/atau tidak memenuhi komitmen yang
telah disepakati dengan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau pemerintah;

b. 5 (lima} tahun, dalam hal direksi, dewan
komisaris, atau DPS:

1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan
pelanggaran ketentuan atau kondisi keuan-
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(5)

(1)

gan dan/atau transaksi;

2. memberikan keuntungan secara tidak
wajar kepada pemegang saham, dewan
komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif,
pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan
Perusahaan Perasuransian; atau

3. melakukan hal sebagaimana dimakgud
dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1
{satu) pelanggaran, dan/atau terbukti men-
guntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
atau

c. 20 (dua puluh} tahun, dalam ha! direksi, de-
wan komisaris, atau DPS:

1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor
jasa keuangan berdasarkan putusan pen-
gadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasur-
ansian mengalami kesulitan yang memba-
hayakan kelangsungan usaha Perusahaan
Perasuransian dan/atau dapat membahay-
akan industri perasuransian; atau

3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah
yang menyebabkan suatu Perusahaan Per-
asuransian dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Dalam hal kriteria pelanggaran yang dilakukan

oleh pemegang saham, pengendali, direksi, de-
wan komisaris, atau DPS berkaitan dengan integ-
ritas,_ Otoritas Jasa Keuangan dapat mengena-
kan sanksi administratif berupa larangan menjadi
pemegang saham, pengendali, direksi, dewan
komisaris, DPS, dan menduduki jabatan ekse-
kutif di bawah direksi, atau yang setara dengan
jabatan eksekutif di bawah direksi secara lintas
jabatan.

Pasal 15
Pemegang saham atau pengendali dari Perusa-
haan Perasuransian yang dikenai sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
{1} dapat diberi masa penyesuaian paling lama 1
{satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi adminis-
tratif berupa larangan menjadi pemegang saham

(2)

{3)

(4)

(1

(2)

(3)

(4)

atau pengendali.

Masa penvesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Oto-
ritas Jasa Keuangan.

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), pemegang saham atau
pengendali harus mengajukan permohonan dalam
jangka waktu paling lama 10 .(sepuluh) hari kerja
sejak tanggal surat ketetapan sanksi administra-
tif. '

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat |

{3) paling sedikit memuat:

a. latar belakang atau alasan permohonan masa
penyesuaian;

b. jangka waktu penyesuaian yang diusulkan;
dan

¢. langkah yang akan ditempuh selama masa pe-
nyesuaian. ° |

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA DENDA ADMINISTRATIF
Pasal 16

Setiap Orang dapat dikenai sanksi administratif |

berupa denda administratif.

Pelanggaran yang menyebabkan timbulnya sanksi |

administratif berupa denda administratif dan be-
saran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.
Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai-
kan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
a. besaran denda administratif; dan

b. pelanggaran yang menyebabkan dikenakan |

denda administratif.
Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa
denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} mengacu pada peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi
administratif berupa denda di sektor jasa keuan-
gan.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5}

(6)
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Pasal 17

Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas
Jasa Keuangan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan menyampaikan alasan yang kuat men-
genai keberatan atas sanksi administratif yang
dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendu-
kung. ] :
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tang-

gal surat ketetapan sanksi administratif.

Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan atau me-
nolak keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) paling lambat 30 (tiga puluh} hari kerja
sejak diterimanya keberatan atas sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal keberatan sebagaimana dimakstid
pada ayat (1) dikabulkan, Otoritas Jasa Keuan-
gan menerbitkan surat pembatalan pengenaan
sanksi administratif.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan mener- |

bitkan surat penolakan atas keberatan yang diaju-
kan yang disertai dengan alasan penclakan dan
penegasan bahwa sanksi administratif tetap ber-
laku.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAKHIRAN DAN

{1}

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
Sanksi administratif berakhir apabila Setiap Orang
yang dikenai sanksi administratif menyampaikan
laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa
vang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran
yang merupakan penyebab terbitnya sanksi admi-
nistratif dalam jangka waktu yang diberikan dan
Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa yang ber-

' sangkutan telah mengatasi pelanggaran dimak-

(2)

sud.
Pengakhiran sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan Otoritas Jasa

(3)

Keuangan dengan menerbitkan surat pencabutan
sanksi administratif, kecuali apabila pada saat
sanksi administratif diterbitkan, yang bersangku-
tan diketahui Otoritas Jasa Keuangan telah men-
gatasi pelanggaran yang merupakan penyebab
terbitnya sanksi administratif dimaksud.

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada
masyarakat mengenai pengakhiran sanksi ad-
ministratif berupa pembatasan kegiatan usaha,
untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, la-
rangan untuk memasarkan produk asuransi atau

“ produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu

melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan
dan/atauv media cetak berskala nasional.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBLOKIRAN
KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI,

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN

{n

(2)

(3)

REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH
Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pemblokiran
Pasal 19
Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan un-
tuk melakukan Pemblokiran atau meminta instansi
yang berwenang untuk memblokir sebagian atau
seluruh Kekayaan dari perusahaan asuransi, peru-
sahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi,
atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang
dikenai sanksi administratif berupa pembatasan
kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan
tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
Untuk melaksanakan Pemblokiran sebagian atau
seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud pada
éyat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan su-
rat perintah Pemblokiran atau mengajukan surat
permintaan Pemblokiran kepada:
a. bank;
lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
bank kustodian;
Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
pihak lain yang berwenang melakukan Pem-
blokiran.
Jenis Kekayaan yang dapat diblok.r adalah:
a. deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan

o oo o
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| (1)

(2)

{1

giro pada bank; _

saham yang tercatat di bursa efek:

obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;

medium term notes;

surat berharga yang diterbitkan oleh Negara

Republik Indonesia;

f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara
selain Negara Republik Indonesia;

© a0 o
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g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank In- |

donesia;
h. unit penyertaan reksadana;
i. efek beragun aset;
j+ unit penyertaan dana investasi real estat ber-
bentuk kontrak investasi kolektif;
k. transaksi surat berharga melalui repurchase
agreement (REPO);
bangunan dengan hak strata (strata title);
. tanah dengan bangunan;
tanah; dan/atau
Kekayaan lain.

e 23

Pasal 20
Penyampaian perintah atau permintaan Pembloki-
ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Perintah atau permintaan Pemblokiran seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis oleh Otoritas Jasa PKeuangan yang
paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. dasar hukum kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan untuk meminta Pemblokiran Kekay-
aan;

b. identitas pihak yang akan diblokir kekayaan- |

nya;
¢. daftar Kekayaan yang akan diblokir; dan
d. jangka waktu Pemblokiran.

Pasal 21
Atas perintah atau permintaan Pemiblokiran seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 20, pihak yang
melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara
Pemblokiran yang paling sedikit memuat:

Pemblokiran;

c. hari dan tanggal dilakukannya Pemblokiran;
dan

d. identitas pihak yang diblokir kekayaannya.

{2) Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau pe-
rusahaan reasuransi syariah yang diblokir kekay-
aannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak di-
Iakukar) Pemblokiran.

Bagian Kedua
Pencabutan Blokir
Pasal 22

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan
blokir terhadap sebagian atau seluruh Kekayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
apabila: 4
a. kondisi yang menyebabkan Pemblokiran

Kekayaan tidak terpenuhi lagi: dan/atau
b. Otoritas Jasa Keuangan menilai Pemblokiran
tidak diperlukan lagi.

{2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan
blokir pada ayat (1) dengan mengajukan surat
perintah atau surat permintaan pencabutan blokir
kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2}. '

Pasal 23
Atas perintah atau permintaan pencabutan
blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2), pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menindaklan-
juti perintah atau permintaan dimaksud dalam jangka
waktu paling lambat 5 {lima) hari kerja sejak diteri-

. Manya surat perintah atau surat permintaan pencabu-

a. nomor dan tanggal surat permintaan Pem- |

blokirz ;
b. hari da.. tanggal diterimanya surat permintaan

Brsiness

tan blokir.

Pasal 24
(1) Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pihak
yang melakukan pencabutan blokir sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 19 ayat {2} membuat
berita acara pencabutan blokir yang paling sedikit
memuat:
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. nomor dan tanggal surat permintaan pencabu-
tan blokir;
. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan
pencabutan blokir;
. hari dan tanggal dilakukannya pencabutan
blokir; dan
. identitas pihak yang dicabut blokir kekayaan-
nya.
Berita acara pencabutan blokir sebagaimana di-
maksud pa.da ayat (1} disampaikan kepada Oto-
ritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi,
perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasur-
ansi, atau perusahaan reasuransi syariah yang di-
cabut blokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak ditakukan pencabutan blokir.
Pencabutan blokir dianggap efektif pada saat pi-
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
{2} menerbitkan berita acara pencabutan blokir.

. BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
mulai berlaku, sanksi administratif yang telah
dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian se-
belum berlakunya Peraturan Qtoritas Jasa Keuan-
gan ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
mulai berlaku, sanksi administratif yang belum
diterbitkan yang merupakan tahapan lanjutan dari
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

‘ Pasal 26
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan
tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang
perasuransian tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Pasal 27
Peraturan Qtoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ‘
YASONNA H. LAOL

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 91

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17 /POJK.05/2017
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF DI
BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN
KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
REASURANS! SYARIAH

.  UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang
Perasuransian) menjadi salah satu tonggak pent-
ing dalam sejarah perasuransian di Indonesia,
mengingat di dalam undang-undang tersebut
terdapat banyak penyempurnaan atas undang-
undang sebelumnya. Salah satu penyempurnaan
yang ada dalam Undang-Undang Perasuransian
adalah penyempurnaan mengenai
sanksi, termasuk pengaturan baru terkait Pem-

ketentuan
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blokiran Kekayaan.
Dalam rangka penguatan industri asuransi,
Undang-Undang Perasuransian mengatur sank-

si administratif yang menjadi konsekuensi atas ’
pelanggaran terhadap undang-undang tersebut

dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan men-
genai sanksi dalam undang-undang mencakup pi- |
hak yang dapat dikenai sanksi, jenis sanksi, dan

pelanggaran yang dapat berakibat pengenaan

sanksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi

administratif, khususnya mengenai prosedur dan |
tata cara pengenaan sanksi administratif serta
besaran denda sanksi administratif di bidang per-
asuransian diamanatkan untuk diatur dalam per-

aturan Otoritas Jasa euangan.

Sejalan dengan tujuan dibentuknya Otori- |

tas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan |

jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,

B

3

transparan, dan akuntabel serta mampu melind- |

ungi kepentingan konsumen dan' masyarakat,

3

Undang-Undang Perasuransian mengatur menge-
nai Pemblokiran Kekayaan. Dengan adanya Pem-

blakiran ini, diharapkan aset perusahaan asuransi,
perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasur-
ansi, dan perusahaan reasuransi syariah yang
bermasalah dapat dilindungi dari tindakan yang
dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewa-
jiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi
syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan
reasuransi syariah kepada pemegang polis, ter-
tanggung, atau peserta. Prosedur dan tata cara
Pemblokiran dan pencabutan blokir Kekayaan
selanjutnya diamanatkan untuk diatur dalam per-
aturan QOtoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka penegakan hukum dan melind-
ungi kepentingan konsumen, sanksi administratif
yvang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuan-
gan menurut Undang-Undang Perasuransian bu-
kan hanya dikenakan kepada perusahaan asur-
ansi ataupun perusahaan reasuransi saja. Sanksi
administratif juga dapat diterapkan kepada pihak
lain baik karporasi merupakan perorangan yang
berkecimpung di bidang perasuransian, misalnya
perusahaan Pialang Asuransi, Konsultan Aktu-
aria, Agen Asuransi, direksi maupun pemegang
saham dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Otoritas
Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otori-
tas Jasa Keuangan ini. Ruang lingkup substansi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain
prosedur dan tata cara pengenaan sanksi admi-
nistratif di bidang perasuransian dan tata cara
Pemblokiran dan pencabutan blokir untuk Kekay-
aan.

Pengenaan sanksi bagi pelaku industri pera-
suransian bukan hanya diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini. Jenis pelanggaran
yang dapat berdampak pada pengenaan sank-
si administratif, jenis sanksi administratif yang
dapat dikenakan atas pelanggaran tertentu, dan
besaran sanksi denda administratif diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain di bidang
perasuransian. Oleh sebab itu, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini perlu dibaca bersama dengan
ketentuan terkait lainnya agar diperoleh gamba-
ran yang lengkap mengenai sanksi bagi pelaku
industri perasuransian.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat {1)

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomar
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan per-
aturan pelaksanaannya dapat diketahui dari hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, baik pen-
gawasan langsung (en-site) maupun pengawasan
tidak langsung (off-site).

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai
berbagai jenis sanksi administratif yang berlaku di
bidang perasuransian. Adapun pengaturan men-
genai penerapan jenis sanksi administratif untuk
setiap kelompok subyek hukum yang dikenai
sanksi administratif terdapat dalam bab selanjut-
nya.

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan keg-
iatan usaha dapat diberlakukan untuk sebagian
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atau seluruh kegiatan usaha.

Sanksi administratif berupa pembatasan keg-
jiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha an-
tara lain berupa larangan bagi perusahaan untuk
melakukan jenis kegiatan usaha tertentu, misal-
nya melakukan kegiatan usaha yang berbasis im-
balan jasa (fee-based).

Sanksi administratif berupa pembatasan keg-
iatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dilaku-
kan antara lain dalam bentuk: .

1. larangan penutupan pertanggungan atau
pertanggungan ulang baru untuk seluruh lini
usaha bagi perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah;

2. larangan melakukan jasa keperantaraan bagi
perusahaan pialang asuransi dan perusahaan
pialang reasuransi; atau

3. larangan melakukan jasa penilaian kerugian
bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Sanksi administratif berupa pencabutan izin

usaha dalam ketentuan ini termasuk pencabutan

izin unit syariah.

Huruf e s/d Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “pemegang saham,

pengendali, direksi, dewan komisaris” adalah

pemegang saham, pengendali, direksi, dewan
komisaris pada perusahaan yang berbentuk per-
seroan terbatas atau yang setara dengan peme-
gang saham, pengendali, direksi, dewan komisa-
ris pada badan hukum berbentuk koperasi atau
usaha bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) .

Sanksi administratif berupa peringatan tertu-
lis pertama, peringatan tertulis kedua, dan per-
ingatan tertulis ketiga atau terakhir diberikan

-
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secara berurutan. Sanksi administratif berupa
peringatan tertulis kedua akan diberikan apabila
pihak yang sedang dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis pertama tidak dapat
mengatasi pelanggaran yang merupakan penye-
bab terbitnya sanksi peringatan tertulis pertama
sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
ketiga akan diberikan apabila pihak yang sedang
dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis kedua tidak dapat mengatasi pelanggaran
yang merupakan penyebab terbitnya sanksi admi-
nistratif berupa peringatan tertulis kedua sampai
dengan jangka waktu yang ditentukan.

Ayat {3)

Sanksi administratif berupa peringatan tertu-
lis pertama atau peringatan tertulis kedua yang
merupakan peringatan tertulis terakhir dikenakan
dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sank-
si administratif berupa peringatan tertulis berikut-
nya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang
sama” adalah pelanggaran yang menjadi dasar
pengenaan sanksi administratif. Contoh pada
tanggal 1 Maret 2017, PT Asuransi Jiwa A dike-
nai sanksi administratif berupa peringatan tertulis
pertama karena terlambat menyampaikan laporan
bulanan untuk bulan Januari 2017. Pada bulan
November 2017, perusahaan tersebut diketahui
melakukan pelanggaran yaitu terlambat menyam-
paikan laporan bulanan untuk bulan September
2017. Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbit-
kan sanksi administratif berupa peringatan tertu-
lis pertama dan terakhir atas pelanggaran yang
terjadi pada bulan September 2017.

Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan ke-
giatan usaha dalam ketentuan ini dapat berupa
pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (b)
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Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

dontoh penyebab pengenaan sanksi adminis-
tratif antara lain:

1. tidak terpenuhinya ketentuan terkait pemenu- |

han kebutuhan sumber daya manusia;

2. pelanggaran yang disebabkan penempatan in-
vestasi yang tidak likuid; dan/atau

3. pelanggaran ketentuan terkait sistem infor-
masi.

Pasal 4

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Avyat (3)

Contoh kondisi kesehatan keuangan Perusa-
haan Perasuransian memburuk antara lain turun-
nya tingkat solvabilitas hingga berada di bawah
tingkat minimum yang harus dijaga atau tingkat,
likuiditas Perusahaan Perasuransian tidak mencu-
kupi untuk memenuhi kewajiban.

Contoh Perusahaan Perasuransian dinilai
membahayakan kepentingan pemegang polis,
te'rtanggung, atau peéerta antara lain direksi, de-

wan komisaris, atau DPS pada Perusahaan Pera- |
suransian tidak memiliki solusi untuk mengatasi
permasalahan yang membahayakan kepentingan |

pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Ayat (4} dan Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pada prinsipnya apabila perusahaan yang se-
dang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha
atas seluruh kegiatan usaha, dikenai sanksi admi-
nistratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha
karena pelanggaran yang lain, perusahaan harus
mengatasi penyebab seluruh sanksi administratif

berupa pembatasan kegiatan usaha dalam batas |
waktu yang ditetapkan dalam sanksi administra- |

tif berupa pembatasan kegiatan usaha yang per-
tama.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat {1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Kondisi tersebut dapat dilihat antara lain me-
lalui tingkat solvabilitas Perusahaan Perasuran-
sian yang menurun secara drastis dalam waktu
1 (satu) tahun atau kurang sehingga mencapai
tingkat di bawah batas minimum berdasarkan ke-
tentuan mengenai kesehatan keuangan Perusa- |
haan Perasuransian. '
Huruf b

Pemegang saham dinilai tidak kocoperatif apa-
bila tidak melaksanakan perintah atau rekomen-
dasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf c

Contoh keadaan yang tidak memiliki solusi
adalah dalam hal direksi, dewan komisaris, atau
yang setara tidak dapat mengupayakan lagi
penambahan modal pada saat perusahaan mem-
butuhkan penambahan modal agar dapat me-
menuhi kewajibannya kepada pemegang polis,
tertanggung, atau peserta.
Huruf d i

Ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian dapat mengatur kriteria se-
lain huruf a sampai dengan huruf ¢ sebagai dasar
bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha
kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahu-
lui pengenaan sanksi administratif yang lain.
Huruf e |

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

~ Sanksi administratif berupa larangan untuk

memasarkan produk asuransi atau produk asur-
ansi syariah untuk lini usaha tertentu berbeda
dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada
Perusahaan Perasuransian untuk tidak memasar-
kan produk asuransi atau produk asuransi syariah
untuk lini usaha tertentu dalam rangka aktivitas
pengawasan (supervisory action).
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Avyat*{2)

Sanksi administratif berupa larangan untuk
memasarkan produk asuransi atau produk asur-
ansi syariah untuk lini usaha tertentu merupakan
sanksi administratif tambahan pada saat Perusa-
haan Perasuransian dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang meru-
pakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Per-
asuransian” adalah pihak selain Konsultan Aktu-
aria, Penilai, atau Akuntan Publik yang diwajibkan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka
memberikan jasa kepada Perusahaan Perasur-
ansian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian.

Ayat (2) s/d Ayat {4}

Cukup jetas.

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatasan seluruh
kegiatan usaha” adalah pembatasan pemberian
jasa kepada lembaga jasa keuangan non-bank.
Ayat (2) dan Ayat (3}

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *“pembatalan per-
nyataan pendaftaran” adalah pembatalan per-
nyataan pendaftaran sebagai pemberi jasa kepa-
da lembaga jasa keuangan non-bank.

Avyat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 11
Avat {1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bukan
merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan
Perasuransian” adalah pihak yang diwajibkan ter-
daftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka
memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuran-
sian dalam rangka perolehan bisnis dan/atau pen-
galihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan
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usaha Perusahaan Perasuransian sebagaimana di-
maksud dalam Pasa! 18 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ‘

Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian yang dinilai
dapat membahayakan kepentingan pemegang
polis, tertanggung, atau peserta, misalnya Agen
Asuransi yang menahan premi asuransi atau Pi-
alang Asuransi yang memberikan informasi yang
tidak benar kepada pemegang polis, tertanggung,
atau peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13 dan Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun
dibutuhkan dalam rangka mencari investor atau
pengendali baru.

Ayat (2} s/d Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 16
Avyat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Sebagai contoh pelanggaran ketentuan men-
genai kesehatan keuangan perusahaan asuransi
yang berdampak pada pengenaan sanksi admi-
nistratif berupa denda administratif diatur dalam
peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kes-
ehatan keuangan perusahaan asuransi.

Ayat (3) dan Ayat (4}

Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah
keberatan atas sanksi administratif yang dikena-
kan Otoritas Jasa Keuangan karena pemohon me-
miliki dasar yang kuat yang menunjukkan bahwa
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seharusnya pemohon tidak dikenai sanksi admi-
nistratif tersebut.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat {4)

Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut ter- :’

masuk untuk konfirmasi dan klarifikasi bukti pen-
dukung.
Avyat (B) dan Ayat (B)

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas.
Avyat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga penyim-
panan dan penyelesaian” adalah lembaga peny-
impanan dan penyelesaian sebagaimana dimak-
sud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal.
Huruf ¢ dan Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ber-
wenang melakukan Pemblokiran” antara lain pi-
hak yang melakukan penyimpanan dan/atau pen-
gadministrasian Kekayaan dan berwenang untuk
melakukan Pemblaokiran.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Identitas paling sedikit memuat nama, Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat perusa- |

haan yang diblokir kekayaannya.
Huruf ¢ dan Huruf d
Cukup jelas.
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Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Avyat (1)

Huruf a

Contoh kondisi yang menyebabkan Pembloki- |
ran Kekayaan tidak terpenuhi lagi adalah sanksi
administratif berupa pembatasan kegiatan usaha :
telah dicabut dan perusahaan telah memenuhi ke-
tentuan tingkat solvabilitas.

Huruf b

Contoh kondisi yang dinilai Otoritas Jasa
Keuangan menyebabkan tidak diperlukannya
lagi Pemblokiran adalah Otoritas Jasa Keuangan
menunjuk pengelola statuter untuk mengambil
alih kepengurusan perusahaan asuransi, perusa- ;
haan asuransi syariah, perusahaan reasuransi,
atau perusahaan reasuransi syariah.

Avat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23 dan Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Contoh dari ketentuan ini adalah pada saat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku,
perusahaan sedang dikenai sanksi administratif |
berupa peringatan tertulis ketiga.

Apabila sampai dengan batas waktu penge-
naan sanksi administratif berupa peringatan tertu-
lis ketiga tersebut perusahaan masih belum dapat
mengatasi pelanggaran tersebut, maka Otoritas
Jasa Keuangan akan menerbitkan sanksi adminis-
tratif lanjutan dengan mengacu pada Peraturan
Ctoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26 dan Pasal 27

Cukup jelas.
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